GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan

prestasi kerja, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 40 Tahun 2021;

. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi pada perangkat

daerah dan penyesuaian terhadap cara pengukuran kinerja, maka
perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 dimaksud,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan
Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);



. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477)

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 40), diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera



10.

1L

12.

13.

14.

19.

Barat.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Barat.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian Kkerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP
adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai
ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja
diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas
melampaui batas waktu normal yaitu jumlah jam kerja per hari
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat
tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat.



16.

1.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada ASN yang bertugas pada daerah memiliki
tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil dan/atau daerah
dengan biaya hidup tinggi;

Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan
penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/
Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.

Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang
dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat
Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah
sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki
JPT.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah
Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan
memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di
Lingkungan PD/Biro yang ditetapkan dengan keputusah
Gubernur.

Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan adalah Sekretaris
Pribadi, Ajudan, Pramu Administrasi Pimpinan dan Sopir

Pimpinan.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah
pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi
sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat.

Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan menjadi Ajudan
Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD.
Pramu Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang
ditugaskan melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil
Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan untuk melayani
kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua
DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Barat.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada
satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan
perilaku kerja.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana Kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang
pegawai.

Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari
setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan
target kinerja.

Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program komputer yang
menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan
menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian Kkinerja
pegawai.

Sistem Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi
komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur
jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap

hari.



2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN

(1a)

(2)

menggunakan Aplikasi e-Kinerja.

Ketentuan mengenai pengunaan Aplikasi e-Kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi guru yang telah

disertifikasi.

Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

el.

setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal

bulan Januari setiap tahun;

. setelah SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN,

maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP
bawahannya;

target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi
target SKP Bulanan melalui aplikasi e-Kinerja pada setiap awal
bulan.

masing-masing Pegawai ASN melaporkan aktifitas harian ke
dalam aplikasi e-Kinerja, khusus bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD hanya
melaporkan capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir
bulan;

setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib
memeriksa dan memuverifikasi laporan harian setiap bawahan
atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali
dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti
kerja atau DUPAK yang memadai, kecuali bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD
hanya diverifikasi capaian target kinerja bulanan pada setiap’
akhir bulan;

pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang
ditunjuk memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP

bulanan bawahan;



g.

Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur
RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk Pegawai
ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka

waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(3) Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka

nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen
perhitungan TPP adalah 100;

(4) Rumus dan perhitungan dalam Aplikasi e-Kinerja mengacu pada

peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Aplikasi e-Kinerja tidak dapat digunakan karena

gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap

perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain di

luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP

dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:

a.

setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal
bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan;

SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung;

. masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang

berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output

kegiatan;

. setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib

memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan
atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali
dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti
kerja atau DUPAK yang memadai;

pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang
ditunjuk memberikan penilaian terhadap capaian SKP
bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang telah
disusun;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat
Daerah/Direktur RSUD termasuk Pegawai ASN yang
ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling

singkat 1 (satu) bulan kalender.



3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14

(1) Perhitungan perilaku kerja masing-masing pegawai di PD
menggunakan aplikasi Absensi Online.

(2) Aplikasi Absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan, pulang
sebelum waktu masing-masing Pegawai ASN, dengan format
sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat
Daerah/Direktur RSUD pengisian absen dapat dilakukan secara
manual dan diinputkan dalam aplikasi absensi online pada setiap
akhir bulan.

(4) Ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku
kerja, sebagai berikut:

a. maksimal izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi waktu
keterlambatan selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan;

b. maksimal izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi
waktu pulang lebih cepat selama 8 (delapan) jam dalam 1
(satu) bulan;

c. izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau
keluarga mengurangi hak cuti tahunan;

d. izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak
masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang
bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan
persetujuan izin secara tertulis; dan

e. format surat izin sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(5) Tidak mengisi absen masuk atau absen keluar kantor dianggap

terlambat masuk atau cepat pulang selama 4 (empat) jam.
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(6) Pengisian Absensi online wajib dilakukan di Lingkungan kantor
PD, kecuali:

a. ditugaskan mengikuti rapat/kegiatan pada kantor PD lain
yang mulai atau berakhirnya tidak dimungkinkan untuk
mengisi absensi online di kantor;

b. ditugaskan bekerja dari rumabh;

c. mengikuti Upacara Bulanan/Upacara Peringatan Hari Besar
Nasional/Apel Gabungan dan Wirid Gabungan.

(7) Pengisian Absensi online di luar kantor dilakukan dengan
mengupload foto selfie dengan latar belakang tempat pelaksanaan
kegiatan atau dokumen pendukung berupa undangan/surat
tugas.

(8) Dalam hal pengisian absensi online tidak dapat dilakukan karena
gangguan aplikasi, jaringan atau sebab lain di luar kuasa
Pegawai ASN maka pengisian absen dapat dilakukan secara
manual sampai absensi online beroperasi secara normal kembali.

(9) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari
dalam 1 (satu) bulan maka tidak dibayarkan TPP pada bulan

berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16
(1) Perhitungan besaran TPP yang diterima masing-masing Pegawai
ASN menggunakan aplikasi Perhitungan Tambahan Penghasilan.
(2) Perhitungan TPP Pegawai ASN menggunakan formulir dengan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.
(3) Rekapitulasi Perhitungan TPP seluruh Pegawai ASN pada suatu
PD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran
IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
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6. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e,

sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 20

Kepala PD/Biro bertanggung jawab terhadap Rekapitulasi

Besaran TPP PD/Biro.

Untuk menjamin kebenaran Besaran TPP PD/Biro sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepala PD/Biro dapat menunjuk Pegawai

ASN di Lingkungannya sebagai Petugas Pemeriksa Hasil

Pengukuran Kinerja PD.

Jumlah Pegawai ASN sebagai Petugas Pemeriksa Hasil

Pengukuran Kinerja PD dengan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a.jumlah Pegawai ASN PD sampai dengan 100 (seratus) orang,
ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang;

b. jumlah Pegawai ASN PD 101 (seratus satu) sampai dengan 200
(dua ratus) orang, ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang;

c. jumlah Pegawai ASN PD 201 (dua ratus satu) sampai dengan
300 (tiga ratus) orang, ditunjuk paling banyak 4 (empat) orang;

d.jumlah Pegawai ASN PD lebih dari 300 (tiga ratus) orang,
ditunjuk paling banyak 5 (lima) orang;

e. Khusus Dinas Pendidikan, pada masing-masing Cabang Dinas
dapat ditunjuk 1 (satu) orang.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Hasil

Pengukuran Kinerja PD/Biro bertugas untuk:

a. melakukan input, verifikasi dan sinkronisasi data kehadiran
Pegawai ASN sesuai dengan surat izin dan bukti pendukung
lainnya;

b. memeriksa kebenaran cara pembuatan target Kkinerja,
pengisian laporan dan kewajaran capaian SKP per bulan;

c. melakukan penarikan data Capaian SKP Pegawai ASN dan data
Perilaku Kerja Pegawai ASN dari aplikasi e-Kinerja dan aplikasi'
Absensi online setiap bulan ke dalam aplikasi TPP;

d. memverifikasi data yang digunakan dalam mengisi realisasi

target kinerja dengan memeriksa instrumen pendukung;



(6)
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e. melaporkan kepada Kepala PD/Biro, apabila diketahui terdapat
Pegawai ASN atau pejabat penilai melakukan pengukuran
kinerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD berwenang:

a. meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian
target kinerja kepada Pegawai ASN atau pejabat penilai;

b. meminta Pegawai ASN terkait merubah sebagian atau
keseluruhan hasil pengukuran target kinerja yang tidak
sesuai dengan instrumen pendukung; atau

c. merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran
target kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung.

Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang

telah diperiksa dan diverifikasi oleh Petugas Pemeriksa Hasil

Pengukuran Kinerja PD, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh

Kepala PD/Biro.

Terhadap Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD,

diberikan tambahan TPP berdasarkan beban kerja setiap bulan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dasar TPP dalam

jabatan Pelaksana Lainnya.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 24
Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi
/Administrator/Pengawas/Fungsional/Plt. ~atau Plh. atau
Penjabat, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum
tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan
berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;

b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal
10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya

dengan standar biaya jabatan yang lama.



= 13 =

(2) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan
Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas karena sedang dalam
proses hukum, dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja
sampai ditetapkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dasar TPP
dengan standar biaya jabatan Pelaksana.

(3) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi
Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mendapat
masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan
penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum
tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan
berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru;

b. dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal
10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya
dengan standar biaya jabatan yang lama.

(4) Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima
TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

(5) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk
kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

Batas waktu normal yang harus dilampaui oleh setiap Pegawai ASN

untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana

dimaksud pada Pasal 1 angka 15, mulai diberlakukan untuk

perhitungan perilaku kerja bulan Februari 2022.

9. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,
Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran
IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

10. Ketentuan Lampiran X dihapus.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2022.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di-Padang
pada tanggal 3 Februari 2022
GU SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal 3 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3



au.Tﬁ

‘rvave VIILVIN D
00S'8L9'T 000°608°T 00S°290°C efuure] euesye[ed uejeqep| 9
00S°918°L 00S°LS6'1 00S'€ET'T BWILIDUS] BIeUepudy /ueren|sfusd uemereyepuag( S
00S'89€°C 00S'+SS° 000916°C ueurduty sido b
—— - .m — LIPS 3 s s VNVSMVTdad
00S°0€T'C 000'90+'C 000°S¥L'T ueurduwld [Sensurupy nweld| ¢ NVLVEVL
- S o . : qereeq .
RENGIC s i suElen(eg uepnfy /udd BIey uepnfy/muIsqny e uepnfy /mussqny uepnfy| © .
00S'28L'C 00S°'100°€ 00S°LTt' € TpeqLd suejanag| | 111
004°€0L°T & 5 S enwag euesye[dd’p
002°THL'1 N = 9 euesye[ad o
- 00S°288'1 - i uenfue] euesyedd-q
= 00S°2S6'1 00+'261°C 8 ereiusd e
- i . ndurersy, reuors8unyg| g TVNOISDNNA
= 00Z°€TS’e ¥86'Sv6'€ 68 - ewreLdd nyy p NV.LVEV
B 004°09S°€ +86°L86°€ 01°'6 BPNN MYV2
z 004°019°€ 0S0°€90°+ [N eApe Myy'q
N 004'099°¢ 0SO'8ET' PI‘El eweln qUy'e
: - . yy [euosuny|( | 11
s 096°'90¢°¢ S09°'69L°'€ 8 (q°Al uoesy erelas) 10jeurpIooy qng refeqas reuoisfuny jeqefo /semeduay jeqefod| €1
" 00¥'+29°€ 0St'881'+ 6‘8 (e°Al uojesy eiejes) 10jeurpiooy qng refeqes reuorssuny jeqeldd /semedusd jeqelod| 11
. T Py 1idsag/uepnly regeqas snaesos
g 0/8°1ST°S 8 (e"Al uojesy erejes) 10jeurpiooy qng refeqss reuorssuny jeqelod /semesua jeqelod o1 NVHVENV.L
B 00€910°S 00€°+TL’S 6 [ PR wapnly e on MO 6 QAW“%MMNMWD
e’ A\J UO[3sH E. 10yeurpIooy] qng rege uorsSu eqer: Busg 1eqels,
(e"Al uo[esy ere3as) 10)EUIPIOOY gng reseqes reuoisSun, jeqelod /semedusd yeqelod NV.LVEVE/VANNIVT
& 00S°90Z°S 00S°+16°S 11 (q111 uoesy vIRyAS) I0jRUIPIOOY] TeSeqas [eucisSuny jeqelod /Iojensiurmpy jeqefod| g SNSNHM NV.LVEV(
/SVMVONEd
) 000°96'S 00S'$82°9 111 (e'I11 uojasy e1e3as) Jojeurpiooy] regeqss [euoissuny yeqefed / Jojensmrwpy 1eqeldd| 9 | /NOLVALSININAY
- 000°656°L 0009006 €1zl udsag/uepnfy/ ad eredsy reSeqas (e°]]] uojesy eejes) Jojensmurmpy jeqelod| < /TOONIL
Cae . ! 4 NVNIdIWId NVLVEY
s . 000°+06°€1 b1 (q°11 uopasy erejes) ewrejelq 138uy], uewdund jeqefod| ¢
= = 008°02H'S1T STpI (e'11 uoesy erejss) ewejelq 188uyy, ueulduny jeqefod| g
1 4" 002'SE€T' 1T 91 (q'1 uopesy erejes) eApep 188ur, ueurduny jeqefod| [ I

HVYAVA LVIDNVIAd VAVd SVONLITL DNVA NSV IVAVDEL 1DVE ddL dVSVA VAVIE AVANVIS

Lvave VIFLVINNS ISNIAO¥d HVNAVA HVLNINEWEd NVONNMONIT Id
VAVOEN TIdIS ANLYAVAY 1OVE NVIISVHONEd NVHVENV.L DNV.LNAL

1202 NNHV.L 0T JOWON JNNJTEND NVINLYIEd SVLV VNAA NVHVENddHd
220z RIVNYG3d € : TVODNVL

TT0T NAHVL ¢ :

* ONV.INJL

JOWON

LVIVd VIELVANS ANNJFEND NVANLVIHE: T NVIIdIAVT

.




1a1

‘LViVE VIALVINN Fano
000°'S91°1 0SZ'9SC’1 00S°CEY'1T eAuure| Buesie[od uejeqepr 4
. . o - : LPST BUILISUSJ VNVSIVTdd NVLVEV
0S2'19C'1 000°09€°1 0ST'ISS'1 eIeyepusg /UBIEN[e8uUs] UBMEBIEEpUSY 1 111
00S°29T°1 L20°6TT'1 & S enwag euesyeRd p
0SL'86T'T ¥26'19C°1 = 9 BUBSYE[3] D
- 00S°L6T'1 = L ueinfue] euesyepdq| -
= 000°09¢€°1 002°€2S'1 8 BI[2AUR] B C
- - = [[durers], reuorsduny [4 TVNOISDNNA NV.LVEV(
B 00S°20b°Z 008°'069°C 68 Bwreped MUy p .
= 000°S9t'C 008°09L°C 01‘6 EpPN MYv-o
= 000°S1S°C 008'918'C [N eApe MIyv'q
& T | 000°S9SC 008'2L8'C T PIET Buwreln Nuv-e
- - = nyy reuorsdunyg| | 1
. . ; s ¢ (e’Al uojesy erejes) 10jeUIPIOOY qng i
00S°255°2 05.'806'C 618 redeqas reuorsguny jeqelod / semesuad jeqelog 9
(q°111 uoasy erejss) 10jeurpIoOy redeqas
B 889'868°¢€ 001'8LY' 11 S
reuomsBund yeqefed / Joyensmurupy 3eqefad NVHVENVL SYONL NVONId
B i X X . . (e°111 uojesy erejss) 103eUIpPIOO)] rEedeqas TTYNOISDNNA NVLVEVL/SYMVONEd
ost'ier'v 05.'880°S et reuors8uny jeqeled / Jojensiurupy yeqefod Lz /JOLVILSININAY
e e /ansy INLAFAIA/YNVLIVId
- 00S°'2€9'9 000°S0S°L €1 (B'I1] UOJOST BIEI9S) JOJETSIUILPY wwaq._.om e IDDNIL NVNIdIId NV.LVEv
- - 00918101 v an [4
uo[esy erejes) ewejeld 133ul], veurduly jeqefod
o (11
= = 00S°LLT' 11 SI 1 I

uo[esy eIejag) eurejelq 33uy], weurdurny jeqefod

HVIIVA NANN LIMVS HVINY NVA HVAIVA NVLVAVANAd NVAVE VAVd SVONLYFE DNVA NSV IVAVOEJ IDVE ddl AVSVA VAVIE JVANV.LS

LVdVe VIELYNAS ISNIAO¥d HYMEVA HVINIIIWAd NVONNMNONIT I
VAVOEN TIdIS 3NLVAVAY IDVE NVIISVHONEd NVHVENY.L DNVINGL
1202 NNHV.L 0T 3OWON ¥NNJYFLGND NVINLVIAd SYLV VNATN NVHVENAEd © DNVINGL
TeoT VN € 1 TYDDNVL

CCOT NNHVL ¢ -

JONWON

LVAVd VIALYNNS dNNIFAEND NVINLYIEd: I NVIIdNVT




Ia

‘LVIVE VIELVINN! D
009°19L°1 00v'+06'1 0SL181°C eAuure| euesye[ad jeqelod
LPST VNVSIVTdd NV.LVEV( 111
STH'906'1 00L°090°C 0S9'79€°'C BUWLIAU3 eIeUEpUag /ueIenjadusd Uemereyepuag .
SHe'Z8L1 = = [ e euesyeRd p
S6G°€T8'1 2 = 9 BUES B[R] O
- 00T'8L6'T s Z uejnlue] euesyead q
= 00.'090°C ¥86°L0€°C 8 erpAusd e
- = = ndurers, reuoisguny
TYNOISDNNA NV.LVEV(

= 029'€0L’e PSO'8PI'Y 68 Buremusd nNuy p
- 0L8'vbL'E PSTY61'Y 01‘6 EPNN YV
. 0L8°v6L'E SSLP6T v (AN eApe MUV'q
5 048't¥8'€ GST'LLE Y pI‘ET euwrein) Nuy'e
R - - v reuoisSuny| il

. . . . P [E"A] UO[o54] BIelosS] J0TeurpIoos]
: s 990ty 68 qng redeqss reuorsduny jeqelod / semeduaq jeqelod SYMVONEJ

S I ‘ (E'TIT UO[3SH BIe}as] JOTeurpIooy]
- 009'v€C'9 0St'611°L (AN regeqes [euoisguny yeqelad / IojensIuILIPY Jeqeldd /IOLVILSININGY /VINVLVId I

I'ODNIL NVNIdNId NV.LVEvVr

- F 080°281'91 S1 (e'11 uojesy ereles) BUrejRld 188Ul UBUIdW Jeqelod

LVIOLMEISNI VAVd SVOALIFE DNVA NSV IVAVDEd I1DVE ddL AVSVA VAVIE AVANVLS

LVaVd VIALYNNS ISNIAOJd HYIAVA HY.LNINIWAd NVONNMONIT Id
VAVOIN TIdIS dNLVAVAY [DVE NVTISVHONEd NVHVEWV.L DNVLNAL

120Z NOHV.L 0T JOWON J3NNJFEND NVINLYIAd SY.LY VAAd NVHVENIEd : DONVINFL
20T IVNY¥EG3d € : TVODDNVL

2T0T NNHVL €

AONWON

LVavd VIALVINNS dNNJFEND NVINLYIEd: 11 NVIIdANVT




000°000°T 000°0sT'T 000°00S°1T - LPST Je[oyag Ip euesye[g uejeqer| ¢ 2

IVMVILNEN

= | ’ % A 'S Ise 9S UON NIN
000°0SL°T 000°000°C €I PS8 ISexqUI.L N D| ¢ NVAVINGSD] I OMAS e
5 000'0SC'C 000°00S°C 8 ; eyes eje], eredayj| 1
000°004 000°0S2 000°0S8 LPST Ye[03{3§ Ip eUBSIE[9d UBlEqel| €
: . : IVMVLNAN
- & g 1S 39S UON NIn
ono 000°T 000°00T°T €I P w . ISexynI N D| ¢ NVAVINAE 1d NIVIES ONAS 1
- 000°0ST°'1 000°0SE'T 8 eyes() ejel, ereday]| 1

<

‘ HVIOMIS VAVd SYONLYFE ONVA NSV IVMVDAd IDVE dd.L dVSVA VAVIE AVANV.LS

LVAVE VIELVANS ISNIAO¥d HYNEVA HYLNIRIANEd NVDNNONIT I
VAVOEN TIdIS dNLVAVAY [DOVE NVTISVHONAd NVHVENVL DNVLNAL
1202 NNHVL 0T JOWON ¥NNJFLND NVINLVIAd SVLV VNA@I NVHVENIEd : DNVINAL
TT0T V(Y934 € : IVDDNVL
TTOT NNHVL ¢ : JWOWON
LVAVE VIELVINNS NNJFLND NVANLVIAd: Al NVIIdAVT



1at

‘LVIVE VIALVINNS and
00T'SLL'T 009°'vCC’'C 000°Cc6¥'C dVIVIIIS ddd AldN| €
00T'SLL'T 009'vCC’C 000°Cc6¥'C IVMV.INAN dHdY IdN | ¢
000°00T°C 009°'tCC'C 000°C6V'C BUBSYE[{ UBIRqE( /[euois3uny uejeqep
. i . i . (e° Al UOJ9SH BIR)AS) JOJEUIPIOOY NS
006'9g€’€ 008°L09°€ redeqos Teuors8uny yeqelod / semedusg yeqelsg
- 009'S0C'+ 000°STL't (e°IIT UO[esH ©reIas) J0rensmurwpy jeqefod
gunqnus8uag uepeq | 1

< < <

SVONLITLE LVAINIL NVRIVSVAIFE ddL VAVIE YVANVLS

LVAVE VIHLVINNS ISNIAOYd HVIHEVA HV.LNINANAd NVONNIONIT Id
VAVOEN TIdIS dNLVAVAYV IDVE NVIISVHONAd NVHVEINV.L ONV.INAL
1202 NNHV.L 0T JOWON dNNJHIND NVINLVIHd SVLV VAAdAY NVHVANJAd : DONV.INAL
¢C0T VY 934 ¢ : TVODDNVL
CCOT NNHVL ¢ @ YJONWON
LVAVd VIHLVIANS dNNJFIND NVINLVIAd: A NVIIdINVYT



1T
=

» » »

‘Lvaved vidl 1S ANNVFEND

: reqyurp Fued jeqefod weFue; epue], : refruom Fued jeqefod oeue) e

NVIONIA

09 X (001 :dXS rerN)

ey (enp) g seren

ey (nyes) e 0

uey (nyes) wey 0|  (nges) | werep wiff edue) efiay snsew yepy,

el Temq
(lou) o 1senunyy|  (nyes) | werep wi edue) jedao yiqa) Suemg
T B el Temq
0T 1ep yiqa] .na_saai 8 LEp qIq3] a«_ssaa . HEp it ey 0'9 z :% Hicoy ey | (enp) g wep Bueiny semunyy (jau) o sEWNY (nyes) | werep uifi edue) jequrelsay npey

VOIININ IVIIN

el15y] 1) : BlIay U]

wereqer ; uereqer

1 uejeqep sepa) /Sueny ‘(o0 /1eBued|” g # uejeqe sesy] /dueny ‘jon /iexBueq

: JdddIN /dIN : JdddIN /dIN
emeN H BWeN :

1 su

NSV IVAVDEd 1DVE IVAVOAd NVIISVHONAd NVHVENV.L NVONALIHIAd AI'TNNAO0OA
LVaVd VIHLVIANS ISNIAOYd HVIEVA HV.LNISANAd

NVONNMONIT Id VIVOIEN TIdIS dNLVAVAY 1DVI NVIISVHONAd NVHVENVL : ONV.LNHL
7207 nwvynidgIdd <€ ¢ TVOONVL
2707 NhHY.L € : JOWON

LVavd VIHILYINNS dNNJEGND NVINLVIEd : [IIA NVIIdIAVT



11

‘LVAVE VAL any
SIdddIN/dJIN SIdddIN/dJIN SMdddIN/d]
VINVN 4 VIWVN - VIV
.............. NL/NVIVMVODAJEI NVAd WNNN NVIOVY dNS VIAENDI NVANMNONEd TISVH VSIARIHNAd SVONLAd i od1g/ad VIvVda
........ e8sue], yedwo], Y90 ISEeXLISATP uep esyLadiq 1[0 uexyesI
ISNY
VI ENI

IVMAVDEd NVTISVHONId NVHVENV.L EUEEE ISVINLIdVIEA

LVIVE VIILVINNS ISNIAOdd HVIEVA HV.ILNIIHNHd
NVONNMONIT IA VIVOHN TIdIS dNLVIVAV IDVE NVIISVHONHd NVHVEHNVL :  DNVINHL
2707 12¥YNd934 ¢ ¢ TVDDNVL
7707 NNHYL € : AONON
LVAVE VIHLVIANS dNNJHIND NVINLVIEd * XI NVIIdNVT



